Kementerian SEKRETARIAT JENDERAL

RPEEP[,IBI-L‘SH,SDEEIEEE Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM
Telp. : 5255509

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 772 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi
Publik badan publik wajib membuat pertimbangan
tertulis atas setiap kebijakan yang diambil,

d. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang
PPID sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik juncto Pasal 10 Peraturan Komisi
Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal
tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun
2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-0

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG DAFTAR
INFORMASI DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Sekretaris Jenderal ini;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat
diubah sebagaimana adanya uji konsekuensi terhadap
permohonan informasi publik yang tidak tercantum dalam
keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

a.n SEKRETARIS JENDERAL ‘
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat,

v~

Arnes Lukman

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis dan Pimpinan Unit Pendidikan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

2. Kepala Biro Hukum,;

3. Kepala Biro Organisasi, SDM dan Reformasi Birokrasi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR 772 TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

terbatas, dan sangat rahasia

Pasal 17, hurufi

kecuali atas putusan
komisi informasi atau
pengadilan

atas putusan komisi
informasi atau
pengadilan

Informasi (Berisi Informasi : Uraian) Jangka Waktu
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian . :
Dibuka Ditutup
Data pribadi yang memuat
tanggal lahir, alamat tempat UU NO. 14 tahun 2008
'Emggal, nomor tt <:ilep ot?l’léinfa tentang keterbukaan Apabila dibuka dapat Mencegah
1 an%la}fili,knway ak an di a informasi publik Pasal 17 mengungkap rahasia penyalahgunaan oleh Permane
f:;‘eningai; f_f’o f‘lfllpr‘“ﬂ% ;II’;“;:; huruf h, UU No. 27 tahun | pribadi dan dapat pihak yang tidak rmanen
kapabilitas dan intelektual, 221523 t:irg;adr;g perlindungan | disalahgunakan bertanggungjawab
kondisi keuangan yang dikuasai p
Kementerian Perindustrian
Memorandum atau Selama yang diperlukan
mf;?;;la?gﬁglﬁziiﬁf at surat internal yang atau ada Peraturan
Data disposisi surat masuk dan . . - menurut sifatnya Perundang-undangan
2 keluar yang sifatnya rahasia, UU No 14 Tahun 2008, sifatnya dirahasiakan dirahasiakan kecuali serta putusan dari

Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian . .
Dibuka Ditutup
Selama yang diperlukan
atau ada Peraturan
Arsip dinamis yang menurut . . . Perundang-undangan
3 sifatnya rahasia, terbatas, dan UU No.14 thn 2.0 08 ttg KIP Jlk? a da pemenksaaan Merugikan . serta putusan dari
. pasal 17 hurufi dari instansi Berwenang penyusunan kebijakan
sangat rahasia Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
Apabila disampaikan .
Rincian laporan (Anggaran; kepada masyarakat aSltelama;li y a;lg dtﬁ)erluka.n
Keuangan, BMN; Program dikhawatirkan akan Mencegah P au ada cra dran
4 kegiatan; Perjanjian; Realisasi; UU No. 14 Tahun 2008; menimbulkan penyalahgunaan data S:rr;m axt:;g-un dangan
Perencanaan kas harian,; Pasal 17 hurufi kesimpangsiuran informasi | oleh pihak yang tidak a putusan dari
. . . . Lembaga berwenang
mingguan; dan bulanan) yang karena data masih bertanggung jawab o tak
belum di audit memungkinkan untuk yang menyatakan
berubah sebaliknya
1. UU No 14 Tahun 2008,
Pasal 17j : informasi yang
tidak boleh diungkapkan
berdasarkan undang- Apabila disampaikan Selama yang diperlukan
undang kepada masyarakat atau ada Peraturan
2. Keputusan Kepala LKPP Informasi menjadi terbuka | dikhawatirkan akan Perundang-undangan
S Rincian Anggaran Biaya Nomor 129 Tahun 2025 setelah pengesahan dari menimbulkan serta putusan dari

mengatur tentang Daftar
Informasi Publik (DIP) dan
Daftar Informasi yang
Dikecualikan (DIK) pada
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

auditor/lembaga keuangan

keresahan karena data
dan informasinya
masih bisa berubah

Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian - .
Dibuka Ditutup
Apabila disampaikan )
kgpada masyall?akat Selama yang diperlukan
dikhawatirkan akan atau ada Peraturan

6 Hasil pemeriksaan keuangan UU No. 14 tahun 2008 menimbulkan Sampai dengan Perémda?g-uncéan.gan

reguler pasal 17 hurufi kesimpangsiuran informasi | dokumen final Serta putusan dari
karena data masih Lembaga berwenang
memungkinkan untuk yang menyatakan
berubah sebaliknya
Apabila disampaikan )
kgpada masya?akat Selama yang diperlukan
e o Mencegah Perundang undangan

. UU No. 14 Tahun 2008; menimbulkan penyalahgunaan data "~ :

7 Rencana penarikan keuangan Pasal 17 hurufi kesimpangsiuran informasi | oleh pihak yang tidak i:rte];puu;san dari
karena data masih bertanggung jawab mbaga berwenang
memungkinkan untuk yang plenyatakan
berubah sebaliknya
Apabila disampaikan )
kspada masya?akat Selama yang diperlukan

likhawatirkan akan Mencegah 1.:;tau a:i:la Perat:llran

8 Dokumen usulan revisi kegiatan UU No. 14 Tahun 2008; menimbulkan penyalahgunaan data e:tun atr:Jg-un dan'gan

dan anggaran Pasal 17 hurufi kesimpangsiuran informasi| oleh pihak yang tidak IS; ipu bsan an
karena data masih bertanggung jawab mbaga el;:’lfnang
memungkinkan untuk yang menyataxan
berubah sebaliknya
Apabila disampaikan ]
k(I:pada masyafakat Selama yang diperlukan
dilhavatikan dkan | Mencegah sl ada Peraturen

. _ UU No. 14 Tahun 2008; menimbulkan penyalahgunaan data ] S

° Rekening koran bendaharawan Pasal 17 hurufi kesimpangsiuran informasi | oleh pihak yang tidak Is;rtailaputtil)san dari

karena data masih bertanggung jawab mbaga berwenang

memungkinkan untuk
berubah

yang menyatakan
sebaliknya




-6-

Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian : -
Dibuka Ditutup
Selama yang diperlukan
atau ada Peraturan
Lampiran surat BPK yang berisi Menghgprat proses Dapat menghambat Perundang-undangan
. UU No.14 Tahun 2008 penyelidikan dan :
10 daftar pemeriksaan dokumen < s proses penegakan serta putusan dari
keoiatan Pasal 17 huruf a penyidikan hukum Lembaga b
cea suatu tindak pidana ga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
. Memorandum dan surat atau ada Peraturan
Laporan Hasil Audit (Internal dan ga[ljsal\iol;“Tiﬁx 2008; antar badan publik yang Dapat menghambat Perundang-undangan
11 poran g . sifatnya dirahasiakan proses penegakan serta putusan dari
Khusus) Keterbukaan Informasi .
Publik huruf i kecuali atas putusan hukum Lembaga berwenang
komisi Informasi yang menyatakan
sebaliknya
UU Nomr 14 Tahan 2003 robie Smempetan | Selame e dperfuan
tentang Keterbukaan Informasi menjadi terbuka ”p] awatiran akan Perun d:n <-era ;lran
Kertas kerja audit BPK maupun Informasi Publik, Pasal 17j : | setelah pengesahan dari . g-undangan
12 . . . menimbulkan serta putusan dari
Inspektorat Jendral Informasi yang tidak boleh auditor / lembaga K
. eresahan karena data | Lembaga berwenang
diungkapkan berdasarkan keuangan - .
undang-undan dan informasinya yang menyatakan
g g masih bisa berubah sebaliknya
Apabila disampaikan .
kepada masyarakat zf;amz z eglg c'l:lper lukan
UU Nomor 14 Tahun 2008 | dikhawatirkan akan Mencegah Per‘; r‘:‘dan cra (‘i‘ran
13 Rincian nilai LKE penilaian Zona | tentang Keterbukaan menimbulkan keresahan penyalahgunaan data serta put gs:z? dangan
Integritas (ZI), SAKIP maupun RB | Informasi Publik, Pasal 17 karena data dan oleh pihak yang tidak . Lemb:I: ub art
hurufh informasinya masih bisa bertanggungjawab ga berwenang

berubah

yang menyatakan
sebaliknya
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

: o . . Jangka Waktu
No Informasi (Berisi Informasi Dasar Hukum Pengecualian Uraian) gk
Tertentu yang akan Dikecualikan) . )
Dibuka Ditutup
Selama yang diperlukan
Pilot Project/ Rancangan Mencegah terjadinya ;Z?Er?éi:nl:;?ltggﬁn an
Roadmap dalam Proses UU No 14 Tahun 2008, Penyalahgunaan oleh g
14 . c . . . . penyalahgunaan serta putusan dari
Kerjasama dengan Instansi lain Pasal 17, hurufi pihak lain i f h Lemb b
atau masih dalam pembahasan nformasi mbaga verwenang
yang menyatakan
sebaliknya
. . . Selama yang diperlukan
. Data dan informasi publik
Era.f/ prosci{s/ data p eny:}zls’lalan yang apabila dibuka dapat | Mencegah ;E?I;Ifg;P?ratgran
asus/perkara permas an UU No. 14 Tahun 2008 mengungkap rahasia penyalahgunaan data g-uncangan
15 hukum yang terkait dengan o . . serta putusan dari
. . . Pasal 17 hurufh pribadi atau mengganggu oleh pihak yang tidak
industri dan/atau Kementerian . . Lembaga berwenang
. . proses penyelesaian bertanggung jawab
perindustrian ermasalahan hukum yang menyatakan
P sebaliknya
Selama yang diperlukan
Data dan informasi atau ada Peraturan
Draft Rancangan Peraturan Hingga diterbitkan menjadi . Perundang-undangan
UU No. 14 Tahun 2018 . masih dalam bentuk :
16 perundang-undangan yang Pasal 17 huruf i Permen/Kepmen /Persekje konsep vane sewaktu- serta putusan dari
sedang disusun n W, aktupbji’ sa <g:1iub ah Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
UU No 14 tahun 2008; Dapat diberikan atas Mencegah ;Z?_z;g:npifggnanan
17 Dokumen Penanganan Perkara Pasal 17 Tentang persetujuan penyalahgunaan data serta pu tugsan darig
Hukum Keterbukaan Informasi Menteri/Putusan komisi oleh pihak yang tidak Lemb g 2 berwen
Publik huruf a Informasi/Pengadilan bertanggung jawab 8 cnang

yang menyatakan
sebaliknya
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No

Informasi (Berisi Informasi
Tertentu yang akan Dikecualikan)

Dasar Hukum Pengecualian

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

18

Alat / Dokumen Bukti Kasus
Pelanggaran Hukum

UU No 14 tahun 2008;
Pasal 17 Tentang
Keterbukaan Informasi
Publik huruf a

19

Draf/Proses/Data Penanganan
Kasus Industri, baik berupa
kasus anti-dumping, subsidi dan
safeguard

UU No. 14 Tahun 2008
pasal 17 hurufi

Uraian) Jangka Waktu
Dibuka Ditutup
Selama yang diperlukan
S Mencegah atau ada Peraturan
D;ii;ﬁ?:nnkan atas penyalahgunaan data Perundang-undangan
p J . atau alat bukti oleh serta putusan dari
Menteri/Putusan komisi . .
Informasi/Pengadilan pihak yang t1<'iak Lembaga berwenang
bertanggung jawab yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
Data dan informasi, Mencegah ggﬁfga Pc_erat:ilran
sewaktu-waktu dapat penyalahgunaan data ang-undangan
. . serta putusan dari
berubah sehingga perlu oleh pihak yang tidak Lembaga be
dirahasiakan bertanggung jawab g rwenang

yang menyatakan
sebaliknya

20

Berita acara pemeriksaan aparat
hukum

UU No.14 Tahun 2008
Pasal 17 huruf a

Menghambat proses
penyelidikan dan
penyidikan

suatu tindak pidana

Dapat menghambat
proses penegakan
hukum

Selama yang diperlukan
atau ada Peraturan
Perundang-undangan
serta putusan dari
Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya

21

Undangan pemeriksaan oleh
Aparat Penegak Hukum (Nomor
surat, Nomor Kejadian Perkara,
Nama Aparat Penegak Hukum,
Nomor Telepon Aparat Penegak
Hukum, NIP, Tanda Tangan)

UU No.14 Tahun 2008
Pasal 17 huruf a

Menghambat proses
penyelidikan dan
penyidikan

suatu tindak pidana

Dapat menghambat
proses penegakan
hukum

Selama yang diperlukan
atau ada Peraturan
Perundang-undangan
serta putusan dari
Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Jangka Waktu

Informasi (Berisi Informasi . Uraian)
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian Dibulka Ditutup
i
Selama yang diperlukan
atau ada Peraturan
Dokumen dan Berita Acara Mencegah terjadinya Perundang-undangan
22 proses Pembinaan Aparatur g:lslal lgolggruf h UU No 14 Penyalahgunaan informasi | penyalahgunaan serta putusan dari
(BINAP) un informasi Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
atau ada Peraturan
MoU/SPKS (Surat Perjanjian UU N . Perundang-undangan
: . 0. 14 Tahun 2008 Munculnya persaingan Melancarkan proses :
23 Kerja Sama) yang masih dalam . . serta putusan dari
proses kerjasama Pasal 17 huruf b tidak sehat pelaksanaan kegiatan Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
. N Bila dibuka untuk publik Mencegah .
Dokumen l?erundmgan Perjanjian akan merugikan diketahuinya Selama yang diperlukan
Luar Negeri : k . hub i /d atau ada Peraturan
Request/offer list; Masukan epentingan hubungan posisi/ aya tawar Perundang-undangan
04 P que Rundine: L, Hasil UU No. 14 Tahun 2008 luar negeri dalam segi Indonesia oleh negara serta putusan dari
PESISI ul? mg&mapo%aél as pasal 17 huruf (f) posisi, daya tawar, dan lain dalam Lembg 2 berwenan
f]tDaran erun S ;]g:)an,A ummary strategi dalam proses perundingan sehingga an mgen ot ak:n g
g/[. iscussions (SoD); Agrees negosiasi (perundingan) kepentingan nasional zebaglikn Z
mnutes perjanjian dapat tercapai Y
Apabila disampaikan .
Selama yang diperlukan
ki ?fﬁ:;;?ﬁgifﬁ:; atau adg Pe%atli)ran
Draft Dokumen MoU Kerjasama | UU No. 14 Tahun 2008 . iterbitk menimbulkan Perundang-undangan
25 Industri dalam dan luar negeri pasal 17 huruf i Hingga diterbitkan MoU kesimpangsiuran serta putusan dari

informasi karena data
masih memungkinkan
untuk berubah

Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

. . . . . Jangka Waktu
No Informasi (Berisi Informasi Dasar Hukum Pengecualian Uraian) gk
Tertentu yang akan Dikecualikan) ) .
Dibuka Ditutup
Apabila disampaikan .
Rancangan dokumen perjanjian kepada masyarakat . . Selama yang diperlukan
. . Untuk menghindari atau ada Peraturan
FTA/PTA/EPA dan kesepakatan dikhawatirkan akan olemik di masyarakat | Perundane-und
56 | internasional lainnya berupa draf | UU No. 14 Tahun 2008 menimbulkan gikarne“kn dean in¥ormasi corta ou tfsan dzfrligan
MoU; Draft text agreement; pasal 17 huruf (f) dan (i) kesimpangsiuran informasi an Lembg ab
Leader's Declaration; Chair karena data masih yang . ga berwenang
Summary memungkinkan untuk belum pasti yang menyatakan
berubah sebaliknya
Selama yang diperlukan
. . tau ada Peraturan
Informasi Publik yang Mencegah a
27 | DP3 dan SKP PNS Daeal 17 bt b OU ppp | @pabila dibuka dapat penyalahgunaan data | _oriCANEARAAnEAN
p ’ mengungkap rahasia oleh pihak yang tidak p
Pasal 4 pribadi bertanggung jawab Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
1. Pasal 17 huruf a dan
huruf I Undang-Undang No. Selama yang diperlukan
14 Tahun 2008 tentang Dapat mengungkap atau ada Peraturan
: Dapat mengungkap . . )
08 Hasil penilaian kinerja/kepuasan gﬁﬁ?ﬁukaan Informasi rahasia pribadi llsaal—;)a;astlar.nperrizﬁ:;nbat ::rr;ndﬁ;:r?%znﬁgan
pegawai Dapat menghambat proses p
2. Pasal 8 Undang-Undang penegakan hukum proses penegakan Lembaga berwenang
Nomor 13 Tahun 2006 hukum yang menyatakan
tentang Perlindungan Saksi sebaliknya
dan Korban
Selama yang diperlukan
tau ada Peraturan
. Mencegah a
29 DOkum?’lll{ pega}frﬁentlan dari UU No 14 th 2008 huruf H Mengungkap data pribadi penyalahgunaan data :::tllnda?f-unc(liangan
pegawai on /honorer dari angka 4 yang bersifat rahasia oleh pihak yang tidak a putusan dari
jabatan struktural bertanggungjawab Lembaga berwenang

yang menyatakan
sebaliknya
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Informasi (Berisi Informasi . i Jangka Waktu
No | mertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian : Uraian) :
Dibuka Ditutup
Selama yang diperlukan
Lambi hasil i Dapat mengungkap Meni ahasi ;tau aéia Perat(li:lran
piran hasil pemeriksaan . o enjaga rahasia erundang-undangan
30 pegawai pada dokumen Berita EU 301,1741;[‘ ahui‘r;lQOOS, rahasia pribadi -dan. pribadi dan privasi serta putusan dari
Acara Pemeriksaan as , mengganggu privasi pegawai Lembaga berwenang
pegawal yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
Dapat mengungkap ’ . atau ada Peraturan
31 Dokumen Keputusan Penjatuhan | UU No 14 Tahun 2008, rahasia pribadi dan M(?]I;J aé%a:irahas.la . Perrtl:lndagig-unc(lian.gan
Hukuman Disiplin Pegawai Pasal 17, huruf h mengganggu privasi pribadi dan privasi serta putusan carn
- pegawai Lembaga berwenang
pegawal yang menyatakan
sebaliknya
Apabila disampaikan Selama yang diperlukan
kepada masyarakat atau ada Peraturan
dikhawatirkan akan Menjaga rahasia Perundang-undangan
32 i{eputusan jin/ .keterangan UU No.14 Tahun 2008 menimbulkan kesim- pribadi dan privasi serta putusan dari
entang perceraian PNS pasal 17 huruf h . inf . . Lemb b
pangsiuran informasi pegawai mbaga er:/;:nang
karena data masih yang menyatakan
memungkinkan berubah sebaliknya
Selama yang diperlukan
Dokumen pengelolaan Informasi publik van atau ada Peraturan
kepegawaian: (Kenaikan pangkat, UU No.14 Tahun 2008 apabila dilguka da}: atg Menjaga rahasia Perundang-undangan
33 kenaikan gaji berkala, Mutasi, al 1'7 huruf h p Kank I;h . pribadi dan privasi serta putusan dari
pensiun dan administrasi pas uru ;ngggjng apkan ranasia pegawai Lembaga berwenang

kepegawaian)

yang menyatakan
sebaliknya
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian
Dibuka Ditutup
1. UU. No. 28 Tahun 2014 Selama yang diperlukan
tentang Hak Cipta pasal 40 | Apabila dibuka, dapat Melindungi hak cipta atau ada Peraturan
. ayat 1 huruf s disalahgunakan oleh pihak | seseorang atau Perundang-undangan
34 32];;?; 7deill:;soigr aming pada 2. UU No. 14 Tahun 2008 tertentu untuk tujuan kelompok atas karya serta putusan dari
P tentang Keterbukaan komersial demi berupa program Lembaga berwenang
Informasi Publik Pasal 17 keuntungan pribadi. komputer yang menyatakan
ayat b sebaliknya
1. UU. No. 28 Tahun 2014 Selama yang diperlukan
tentang Hak Cipta pasal 40 | Apabila dibuka, dapat Melindungi hak cipta atau ada Peraturan
ayat 1 huruf s disalahgunakan oleh pihak | seseorang atau Perundang-undangan
35 Sistem Database 2. UU No. 14 Tahun 2008 tertentu untuk tujuan kelompok atas karya serta putusan dari
tentang Keterbukaan komersial demi berupa program Lembaga berwenang
Informasi Publik Pasal 17 keuntungan pribadi. komputer yang menyatakan
ayat b sebaliknya
Selama yang diperlukan
Undang-Undang Nomor 11 atau ada Peraturan
tahun 2008 tentang Penvalah an oleh Menjaga keamanan Perundang-undangan
36 User dan Password Aplikasi informasi dan transaksi 'hgk lai guna data yang bersifat serta putusan dari
elektronik (Pasal 30 ayat Pl am rahasia Lembaga berwenang
1,2,3) yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
UU No 19 Tahun 2016 atau ada Peraturan
mencegah
tentang perubahan UU No nvalaheunaan data Perundang-undangan
37 Kode akses Webserver 11 Tahun 2008 tentang penyalahgunaan pihak lain penya ahgu . serta putusan dari
Informasi dan Transaksi oleh pihak y ang tidak Lembaga berwenan
bertanggung jawab g
ggung

Elektronik Pasal 31 ayat 2

yang menyatakan
sebaliknya
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Informasi (Berisi Informasi . Uraian Jangka Waktu
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian ' ) .
Dibuka Ditutup
Selama yang diperlukan
UU No 19 Tahun 2016 atau ada Peraturan
mencegah
tentang perubahan UU No envalaheunaan data Perundang-undangan
38 Kode akses control panel website | 11 Tahun 2008 tentang penyalahgunaan pihak lain penyaangu . serta putusan dari
. . oleh pihak yang tidak
Informasi dan Transaksi bertangeune iawab Lembaga berwenang
Elektronik Pasal 31 ayat 3 ggungJ yang menyatakan
sebaliknya
. S Informasi publik yang Selama yang diperlukan
Topologi dan konfigurasi j 820 | YU No 19 Tahun 2016 apabila dibuka dapat atau ada Peraturan
perkantoran dan data center tentan bahan UU N an erlindungan mencegah Perundang-undangan
termasuk di dalamnya alokasi g peruoanan ° mengganggu perindung penyalahgunaan data g g
39 . 11 Tahun 2008 tentang hak dan kekayaan . . serta putusan dari
alamat IP, sistem keamanan . . . oleh pihak yang tidak
. Informasi dan Transaksi intelektual dan . Lembaga berwenang
elektronik, source code dan . bertanggungjawab
. o Elektronik Pasal 31 ayat 2 penyalahgunaan hak yang menyatakan
konfigurasi aplikasi i
akses. sebaliknya
Selama yang diperlukan
Pengelolaan sarana Infrastruktur | UU No 19 Tahun 2016 1. Dapat mengganggu atau ada Peraturan
Teknologi Informasi dan tentang perubahan UU No operasional dan dapat melindungi Perundang-undangan
40 Komunikasi (TIK): 11 Tahun 2008 tentang konektivitas. operasional, serta putusan dari
Topologi jaringan, Layout Informasi dan Transaksi 2. Dapat mengganggu konektivitas TIK Lembaga berwenang
Infrastruktur, Code Aplikasi Elektronik Pasal 31 ayat 1 sistem yang menyatakan
sebaliknya
1. UU. No. 30 Tahun 2000 I . q
tentang Rahasia Dagang 1. Jika informasi dibuka 1. Melindungi proses
. dapat menghambat proses .
Pasal 3 butir 1 enegakan hukum: penegakan hukum;
2. Perpres No.70 Tahun 12) D ag at menegan ’ 2. Melindungi
Dokumen Pengadaan 2012 tentang perubahan k;a erf)tin an gfrlin%dgtlll nean kepentingan Tahun berjalan (hingga
41 Barang/Jasa Pemerintah yang kedua atas Perpres No. 54 hai atas%{ekz aan g perlindungan hak atas | berakhirnya kegiatan
menurut sifatnya dirahasiakan tahun 2010 tentang 4 kekayaan intelektual lelang)

pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; pasal 66

3. Keputusan Kepala LKPP
Nomor 129 Tahun 2025

intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat;

dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat;
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian Graien) .
Dibuka Ditutup
mengatur tentang Daftar 3. Dapat membahayakan 3. Melindungi
Informasi Publik (DIP) dan pertahanan dan keamanan | pertahanan dan
Daftar Informasi yang negara; keamanan negara;
Dikecualikan (DIK) pada 4. Dapat mengungkapkan | 4. Melindungi
Pengadaan Barang/Jasa kekayaan alam Indonesia; | kekayaan alam
Pemerintah 5. Dapat merugikan Indonesia;
ketahanan ekonomi 5. Melindungi
nasional, ketahanan ekonomi
6. Dapat merugikan nasional;
kepentingan hubungan 6. Melindungi
luar negeri; kepentingan hubungan
7. Dapat mengungkapkan luar negeri;
isi akta otentik yang 7. Melindungi isi akta
bersifat pribadi dan otentik yang bersifat
kemauan terakhir ataupun | pribadi dan kemauan
wasiat seseorang; terakhir ataupun
8. Dapat mengungkap wasiat seseorang;
rahasia pribadi; 8. Melindungi rahasia
9. Dapat mengungkap pribadi; dan
memorandum atau surat- 9. Melindungi
surat antar Badan Publik memorandum atau
atau intra Badan Publik, surat-surat antar
yang menurut sifatnya Badan Publik atau
dirahasiakan kecuali atas intra Badan Publik
putusan Komisi Informasi
atau pengadilan;
10. Informasi yang tidak
boleh diungkapkan
berdasarkan Undang-
Undang
. . 1. UU No.14 Tahun 2008 Dapat mengganggu Dapat mengganggu Selama yang diperlukan
42 Bukti Potong Pajak Tentang Keterbukaan kepentingan perlindungan | kepentingan atau ada Peraturan
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian - )
Dibuka Ditutup
Informasi Publik Pasal 17 hak atas kekayaan perlindungan hak atas | Perundang-undangan
poin b, poin h angka 3 dan | intelektual dan kekayaan intelektual serta putusan dari
poin j perlindungan dari dan perlindungan dari | Lembaga berwenang
2. Undang-Undang Nomor persaingan usaha tidak persaingan usaha tidak | yang menyatakan
24 Tahun 2013 tentang sehat sehat sebaliknya
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan, beserta
penjelasannya.
3. Undang-undang No.5
Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat
1. UU No 14 Tahun 2008
tentang keterbukaan Mengacu pada UU 14
. . . tahun 2008 tentang
informasi publik Pasal 17 . . .
huruf a ketebukaan informasi Selama yang diperlukan
2. Keputusan Kepala LKPP Dapat menghambat proses ﬁ:rhxlri:s?hd‘f:l aksud la;teilti:c?:np?aegg;nman
43 Dokumen khusus sengketa Nomor 129 Tahun 2025 penegakan hukum dan dapat mengungka serta utugsan darig
pengadaan barang/jasa mengatur tentang Daftar mengungkap rahasia pat gungkap p
. . . . rahasia pribadi/badan | Lembaga berwenang
Informasi Publik (DIP) dan pribadi/badan hukum .
publik dan yang menyatakan

Daftar Informasi yang
Dikecualikan (DIK) pada
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat

sebaliknya
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Jangka Waktu

Informasi (Berisi Informasi . Uraian
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian —— ) —
ibuka itutup
Selama yang diperlukan
Data dan informasi publik | mencegah ;gﬁsgipiic;;nanan
44 Kode (Barcode, QRCode) pada UU No. 14 Tahun 2008 yang apabila dibuka dapat | penyalahgunaan data serta put ugsan darig
dokumen jaminan bank Pasal 17 hurufh mengungkap rahasia oleh pihak yang tidak Lembgga berwenang
pribadi bertanggungjawab yang menyatakan
sebaliknya
1. UU No. 14 Tahun 2008
2 Keputusan Kepala LKPP Selama yang diperlukan
ISD?}':EtllierlfIl?n? z;l;l{iltlzluaéf:x{l’ Nama Nomor 129 Tahun 2025 data dan informasi publik | mencegah ;ﬁ:izr?c?:;npil;axﬁllgnanan
45 Anggota ,Pokja Nama Pemegan mengatur tentang Daftar yang apabila dibuka dapat | penyalahgunaan data serta bu tugsan darig
Saham) pada c’iokumen gang Informasi Publik (DIP) dan mengungkap rahasia oleh pihak yang tidak Lembg 2 berwenan
p . Daftar Informasi yang pribadi bertanggungjawab g g
pengadaan barang dan jasa Dikecualikan (DIK) pada yang .menyatakan
Pengadaan Barang/Jasa seb ya
Pemerintah
Selama yang diperlukan
data dan informasi publik mencegah ;Z?ljgaanpiagg;nanan
46 Dokumen Berita Acara UU No. 14 Tahun 2008 yang apabila dibuka dapat | penyalahgunaan data serta pu tugsan darig
Pembuktian Kualifikasi Pasal 17 hurufh mengungkap rahasia oleh pihak yang tidak Lembgga berwenang
pribadi bertanggungjawab yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
atau ada Peraturan
. . Dapat mengganggu Mencegah Perundang-undangan
47 Dokumen Berita Acara Hasil UU No. 14 Tahun 2(?08 kepentingan perlindungan | penyalahgunaan data serta putusan dari

Pelelangan (BAHP)

pasal 17 huruf (b)

dari persaingan usaha
tidak sehat

" oleh pihak yang tidak

bertanggungjawab

Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Informasi (Berisi Informasi . Uraian Jangka Waktu
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian ) ) .
Dibuka Ditutup
Selama yang diperlukan
. . . atau ada Peraturan
UU No. 14 Tahun 2008 data dan 11_1forr}'1as1 publik | mencegah Perundang-undangan
48 Dokumen Penyedia Pasal 17 huruf h yang apabila dibuka dapat | penyalahgunaan data serta putusan dari
UU PDP mengungkap rahasia oleh pihak yang tidak Lembaga berwenang
pribadi bertanggungjawab yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
Dapat mengganggu Mencegah gzﬁfgip?ﬁ:;nanan
49 Dokumen Bill of Quantit UU No. 14 Tahun 2008 kepentingan perlindungan | penyalahgunaan data serta pu tl.lgsan darig
y pasal 17 huruf (b) dari persaingan usaha oleh pihak yang tidak Lembg 2 berwenan
tidak sehat bertanggungjawab g g
yang menyatakan
sebaliknya
1. UU No. 14 Tahun 2008
rasal 17 hurufh dan huruf | by, gan informasi publik Selara vans dinérlukan
2. Keputusan Kepala LKPP yang apabila dibuka dapat atau adZ Pe%attfran
. N.omor 129 Tahun 2025 mengungkap rahasia mencegah Perundang-undangan
50 Dokumen Surat Penunjukan mengatur tentane Daftar pribadi dan Dapat penyalahgunaan data serta putusan dari
Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ gatur g mengganggu kepentingan oleh pihak yang tidak P
Informasi Publik (DIP) dan . . Lembaga berwenang
Daftar Informasi yan perlindungan dari bertanggungjawab ang menyatakan
Dik . yang persaingan usaha tidak yang meny
ecualikan (DIK) pada sehat sebaliknya

Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Informasi (Berisi Informasi . Uraian Jangka Waktu
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian - ) .
: Dibuka Ditutup
Data dan informasi publik .
yang apabila dibuka dapat Sf;ﬁi g a;:jaTafrllukan
mengungkap rahasia mencegah _
51 Dokumen Copy Jaminan g:sal\ioi 71?11'11‘23};? diglogum £ pribadi dan Dapat penyalahgunaan data ls):rrrangjtrfs:r??i:\nngan
Pelaksana b mengganggu kepentingan oleh pihak yang tidak Lembaga berwenan
perlindungan dari bertanggungjawab yang n;genyat akan g
ersaingan usaha tidak il
zehat ® seb ya
Data dan informasi publik .
yang pabi G dapat | Seanit o0k diprhien
mengungkap rahasia menceg -
50 Dokumen Copy Jaminan Uang gial\iol' ;;gljalﬁ.uhn dzagloﬁum £ pribadi dan Dapat penyalahgunaan data l::rr;n;ljglgszrrluéggan
Muka b mengganggu kepentingan oleh pihak yang tidak Lembaga berwenan
perlindungan dari bertanggungjawab on rngen atakan g
persaingan usaha tidak M bflikn Y
sehat se ya
Data dan informasi publik .
yang apabila dibuka dapat Sf;ﬂzzg’%g‘f:;ukm
mengungkap rahasia mencegah y
53 Dokumen Berita Acara Serah getljsal\ioi 71?11’11‘231;? dzagloﬁuru £ pribadi dan Dapat penyalahgunaan data z:rr;ndliﬂfsgiinﬂgan
Terima Pertama Pekerjaan (PHO) b mengganggu kepentingan oleh pihak yang tidak Lembg 2 berwenan
perlindungan dari bertanggungjawab an mgen atakan g
persaingan usaha tidak y b aghkn Y
sehat se ya
Data dan informasi publik .
yang apabila dibuka dapat 2&113122 g ii%aifrﬁukan
UU No. 14 Tahun 2008 m(?ll;l g;lnc%k a%raha}csia menczgih dat Perundang-undangan
54 | Dokumen Final Hand Over (FHO) | Pasal 17 huruf h dan huruf | Prioaci dan bapat penyaahgunaan cata | serta putusan dari
b mengganggu kepentingan oleh pihak yang tidak Lembaga berwenan
perlindungan dari bertanggungjawab g g

persaingan usaha tidak
sehat

yang menyatakan
sebaliknya
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian ) .
Dibuka Ditutup
Informasi tentang profil calon g}lf{o?:ﬁsi hla?Iy a.h ak :fiin;zg aPi%a?lfrjrllukan
investor yang mengusulkan dan UU No 30 Tahun 2000 ctatul olehi pi Perundang-undangan
55 memanfaatkan fasilitas tax tentang rahasia Dagang Dapat mengungkap tertentu atau tidak serta putusan dari
. - . rahasia perusahaan diketahui secara
holiday, bea masuk ditanggung Pasal 3 butir 2 Lembaga berwenang
. umum oleh
pemerintah (BMDTP) masyarakat yang menyatakan
: sebaliknya
Selama yang diperlukan
Dokumen Legalitas Perusahaan Penvalaheunaan Informasi Mencegah terjadinya atau ada Peraturan
(NIB, Perizinan Berusaha, Akta, Y gunaan penyalahgunaan Perundang-undangan
56 NPWP, Sertipikat Tanah, NIK) U;al\iol. 714£3h];1n 2008 d?::aggmaia;?;r; t?'lanan informasi dan serta putusan dari
yang dikuasai Kementerian P p E dak se%lat yang persaingan industri Lembaga berwenang
Perindustrian yang tidak sehat yang menyatakan
sebaliknya
Mengacu pada UU 14
tahun 2008 tentang
ketebukaan informasi Selama yang diperlukan
. | publik bahwa atau ada Peraturan
' . . - UU No 14 Tahun 2008 Penyalahgunaan Informasi informasi dimaksud Perundang-undangan
Dokumen hasil verifikasi teknis tentang keterbukaan data perusahaan dan )
57 . . . - . - . . dapat mengungkap serta putusan dari
perizinan berusaha perusahaan informasi publik pasal 17 persaingan industri yang ahasi badi/bad b b
ayat b tidak sehat r ballisliadpn adi/badan | Lembaga ei':lvljnang
pu an yang menyatakan
perlindungan dari sebaliknya

persaingan usaha tidak
sehat
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Informasi (Berisi Informasi . Uraian Jangka Waktu
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian : ) -
Dibuka Ditutup
Selama yang diperlukan
Dokumen berupa sertifikat Hak Mencegah terjadinya ;Zﬁxfg:npiﬁgn an
58 Milik, Surat Keterangan Tanah, Pasal 17 UU No 14 Tahun Penvalaheunaan informasi en alih nI;an Yy serta pu tugsan darig
Letter C, SHGB, SHP, SHGU, 2008 yalangu penyaangu P
informasi Lembaga berwenang
SHPN,
yang menyatakan
sebaliknya
1. UU Nomor 3 Tahun 2014 1 .
tentang Perindustrian 69 . g Selama yang diperlukan
9. UU Nomor 14 Tahun Mencegah terjadinya atau ada Peraturan
Data terkait Perusahaan di 2608 tentang Keterbukaan Penyalahgunaan informasi penyalahgunaan Perundang-undangan
59 bawah Kementerian Informasi Publik Pasal 17 data perusahaan informasi dan serta putusan dari
Perindustrian 3. UU Nomor 16 Tahun p persaingan industri Lembaga berwenang
1§97 tentang Statistik Pasal yang tidak sehat yang menyatakan
01 sebaliknya
. . Selama yang diperlukan
Daftar dan rincian data ?n%ibg];:ndgiaeg:ggggan atau ada Peraturan
pelanggan da.n .. UU No. 14 Tahun 2008 pribadi pelanggan dan Melindungi data Perundang—undangan
60 pergsa%}aan/.mdlwdu serta data Pasal 17 (b) sebagai perlindungan dari | pribadi pelanggan serta putusan dari
hasil uji/kalibrasi yang ada ersaingan usaha tidak Lembaga berwenang
dalam aplikasi SIPPT zehat g yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
1. Pasal 17 huruf b dan atau ada Peraturan
. . huruf h angka 5 Undang- Informasi yang tidak boleh . . Perundang-undangan
61 Data Temuan/Hasil Audit Mutu Undang Nomor 14 Tahun diungkapkan berdasarkan Melindungi data serta putusan dari
Internal .| kelembagaaan

2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

undang-undang

Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Informasi (Berisi Informasi . Uraian) Jangka Waktu
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hulkum Pengecualian ) .
Dibuka Ditutup
Dapat mengganggu i\g:n:;gahn a Selama yang diperlukan
. . .. kepentingan perlindungan gangguny atau ada Peraturan
Dokumen hasil audit, pengujian, hak atas kekavaan kepentingan Perundang-undanean
62 kalibrasi, inspeksi teknis, UU No 14 Tahun 2008, intelektual d ar{ perlindungan hak atas serta utugsan darig
sampling, uji profisiensi, validasi | Pasal 17, huruf b lind dari kekayaan intelektual Le bp b
dan verifikasi pada unit BSKJI perindungan dart dan perlindun dari mbaga berwenang
P gan
persaingan usaha tidak . . yang menyatakan
persaingan usaha tidak .
sehat. sebaliknya
sehat.
Selama yang diperlukan
Data dan informasi publik Mencegah atau ada Peraturan
Hasil assesment perusahaan yang apabila dibuka dapat Perundang-undangan
63 peserta INDI 4.0 dan National gal.;al\-{oléiTah}llrll 2008 mengungkap hasil evaluasi ple I;ly ali;l;iu r:llanu%a;c; serta putusan dari
Lighthouse urd kapabilitas dan oel b yang Lembaga berwenang
bertanggung jawab
kemampuan perusahaan yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
. . atau ada Peraturan
Informasi Publik yang . . .
64 Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar UU No.14 Tahun 2008 apabila dibuka dapat Mr?]?; ?ﬁ%;iha;?asi z:xndligfs:;iﬁigan
dan peserta diklat pasal 17 huruf h mengungkap rahasia p . p P
ribadi pegawai Lembaga berwenang
p yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
s . Inforr.nasi. publik yang Menjaga rahasia lii?ﬁr?g:nfg,?;i?;nmglan
65 Proses penilaian penerimaan UU No.14 Tahun 2008 apabila dibuka dapat pribadi dan privasi serta putusan dari

calon peserta didik

pasal 17 huruf h butir 5

mengungkapkan rahasia
pribadi

pegawai

Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian ) .
Dibuka Ditutup
Selama yang diperlukan
e . atau ada Peraturan
Penilaian dan Komentar dari Mencegah terjadinya Perundang-undangan
66 Reviewer terhadap Proposal Pasal 17 UU No 14 Tahun Penvalaheunaan informasi een algh nI;an y serta pu tugsan darig
Penelitian & Pengabdian kepada 2008 huruf h y gl peny gu p
informasi Lembaga berwenang
Masyarakat
yang menyatakan
sebaliknya
Melindungi hak cipta
1. UU. No. 28 Tahun 2014 seseorang atau Selama yang diperlukan
tentang Hak Cipta pasal 40 | Apabila dibuka, dapat kelompok atas atau ada Peraturan
ayat 1 huruf p disalahgunakan oleh pihak | kompilasi ciptaan atau | Perundang-undangan
67 Video materi pelatihan 2. UU No. 14 Tahun 2008 tertentu untuk tujuan data, baik dalam serta putusan dari
tentang Keterbukaan komersial demi format yang dapat Lembaga berwenang
Informasi Publik Pasal 17 keuntungan pribadi. dibaca dengan Program | yang menyatakan
ayatb Komputer maupun sebaliknya
media lainnya
Dapat mengganggu Selama yang diperlukan
kepentingan perlindungan Mencegah atau ada Peraturan
.. hak atas kekayaan g Perundang-undangan
Laporan Aktualisasi Peserta UU No 14 Tahun 2008, . penyalahgunaan data )
68 . intelektual dan . . serta putusan dari
Diklatsar Pasal 17, hurufb . . oleh pihak yang tidak
perlindungan dari bertangeungiawab Lembaga berwenang
persaingan usaha tidak ggu yang menyatakan
sehat. sebaliknya
Selama yang diperlukan
. . atau ada Peraturan
Informasi publik yang Menjaga rahasia Perundang-undangan
Naskah Soal Ujian Sekolah dan UU No. 14 Tahun 2008 apabila dibuka dapat . > .. :
69 . pribadi dan privasi serta putusan dari
PPDB pasal 17 huruf b mengungkapkan rahasia A
pribadi peserta didik Lembaga berwenang

yang menyatakan
sebaliknya
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Jangka Waktu

Informasi (Berisi Informasi . Uraian)
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian . -
Dibuka Ditutup
Selama yang diperlukan
Data dan informasi publik | Mencegah ?’ziﬁri(ii:npzic:il;nanan
Berita Acara Serah Terima UU No. 14 Tahun 2008 yang apabila dibuka dapat | penyalahgunaan data g g
70 . . . . serta putusan dari
Peserta Diklat Pasal 17 huruf h mengungkap rahasia oleh pihak yang tidak
pribadi bertanggungjawab Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
atau ada Peraturan
Mencegah Perundang-undangan
71 Dokumen Sertifikat Kompetensi UU No 14 Tahun 2008, Penvalaheunaan pihak lain penyalahgunaan data serta putusan dari
Peserta Diklat Pasal 17, huruf b y gu p oleh pihak yang tidak p
bertanggungiawab Lembaga berwenang
= yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
atau ada Peraturan
UU No 14 Tahun 2008 i\gzlnycaiiihgunaan data | Perundang-undangan
72 Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Pasal 17, huruf b Penyalahgunaan pihak lain oleh pihak yang tidak Is;;rtz;I3 putli.)san dari
bertanggungjawab mbaga berwenang
= yang menyatakan
sebaliknya
1. UU. No. 28 Tahun 2014 Selama yang diperlukan
tentang Hak Cipta pasal 40 | Apabila dibuka, dapat . . . atau ada Peraturan
ayat 1 huruf g disalahgunakan oleh pihak izlégf;?g;?aik cipta Perundang-undangan
73 Laporan Kinerja Perguruan Tinggi | 2. UU No. 14 Tahun 2008 tertentu untuk tujuan g serta putusan dari
kelompok atas karya

tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17
ayat b

komersial demi
keuntungan pribadi.

seni terapan

Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian - )
Dibuka Ditutup
Pasal 17 huruf (b) UU No. Mengganggu kepentingan Melmdpng1 Selama yang diperlukan
A kepentingan atau ada Peraturan
14 tahun 2008 tentang perlindungan hak atas :
Pr . . . - > perlindungan hak atas | Perundang-undangan
oses hingga hasil karya desain | Keterbukaan Informasi kekayaan intelektual dan > :
74 bati . - . kekayaan intelektual serta putusan dari
atik Publik, Pasal 44 huruf (b) perlindungan dari . .
UU N . . dan perlindungan dari | Lembaga berwenang
0. 43 tahun 2009 persaingan usaha tidak . aha tidak tak
tentang Kearsipan sehat persaingan usaha yang menyatakan
sehat sebaliknya
Mendapat perlindungan Selama yang diperlukan
. . atau ada Peraturan
Aset animasi/hasil karya tenant karena informasi tersebut Mencegah Perundang-undangan
75 I C e UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 | berifat rahasia, penyalahgunaan data :
nkubasi Bisnis BDI . el . . . serta putusan dari
D e . huruf b mempunyai nilai ekonomi oleh pihak yang tidak
enpasar/mitra industri dan dit . Lembaga berwenang
an dijaga bertanggungjawab yang menyatakan
kerahasiaannya. sebaliknya
Apabila informasi
disampaikan kepada Selama yang diperlukan
UU No.14 Tahun 2008 masyarakat sebelum Mencegah atau ada Peraturan
Formula / Hasil penelitian yang pasal 17 huruf b, UU No.14 | diperoleh tanggal en algah naan data Perundang-undangan
76 didaftarkan untuk rahasia Tahun 2001 tentang paten penerimaan permohonan glehy 1ha§u ane tidak serta putusan dari
dagang pasal 3 ayat 1, UU desain paten (filing date) maka be rtaFr)l ny'avsg/ab Lembaga berwenang
industri No.31 Tahun 2000 | pengajuan paten atau ggung yang menyatakan
desain industri dapat sebaliknya
ditolak karena tidak baru.
Mencegah .
UU No.14 Tahun 2008 Eapat mengganggu terganggunya Selama yang diperlukan
epentingan perlindungan : atau ada Peraturan
Hasi Tentang Keterbukaan kepentingan
asil Research and Development . . hak atas kekayaan . Perundang-undangan
D1 Informasi Publik, Pasal 17 . perlindungan hak atas .
77 di bidang IPTEK yang belum huruf b, UU Nomor 27 intelektual dan kekavaan intelektual serta putusan dari
mendapatkan HAKI ) perlindungan dari y Lembaga berwenang

Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Data Pribadi

persaingan usaha tidak
sehat.

dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat.

yang menyatakan
sebaliknya
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Jangka Waktu

; Uraian)
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian : :
Dibuka Ditutup
Selama yang diperlukan
Dapat mengganggu
perlindungan hak atas Mencegah ?,ﬁﬁ;g:npfﬁfggﬁnan
Dokumen Pengajuan Hak Cipta UU No. 14 Tahun 2008 kekayaan intelektual dan penyalahgunaan data g g
78 - . - . serta putusan dari
dan Paten Pasal 17 huruf b perlindungan dari oleh pihak yang tidak Lembaga berwenan
persaingan usaha tidak bertanggung jawab 8 tak g
sehat yang menyatakan
sebaliknya
Mencegah .
UU No.14 Tahun 2008 Eapat mengganggu terganggunya Selama yang dipertukan
epentingan perlindungan - atau ada Peraturan
Tentang Keterbukaan hak atas kekayaan kepentingan Perundang-undangan
Dokumen penelitian SPK dan Informasi Publik, Pasal 17 . ¥ perlindungan hak atas g g
79 o . intelektual dan > serta putusan dari
hasil litbangyasa dengan Industri | hurufh, UU Nomor 27 . . kekayaan intelektual
perlindungan dari . . | Lembaga berwenang
Tahun 2022 Tentang . . dan perlindungan dari
. . . persaingan usaha tidak . . yang menyatakan
Perlindungan Data Pribadi persaingan usaha tidak .
sehat. sehat sebaliknya
Selama yang diperlukan
Penyalahgunaan informasi giﬁsg:nl;?;izggzan
80 Draft Jurnal Penelitian UU No.14 thn 2008 tentang | data Qerusghaan d{m Dapat- mehn@ung1 . serta putusan dari
KIP pasal 17 hurufb persaingan industri yang persaingan industri Lemb b
tidak sehat moaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
Penyalahgunaan informasi ;te?'ﬁr?g:npf;ai:il;nanan
Laporan Hasil Verifikasi Sertifikat | UU No.14 thn 2008 ttg KIP | data perusahaan dan Dapat melindungi g g
81 A . - . . . serta putusan dari
TKDN dan BMP pasal 17 huruf b persaingan industri yang persaingan industri Lemb b
tidak sehat moaga berwenang
- yang menyatakan
sebaliknya
Data Perusahaan yang disubmit Penyalahgunaan Mencegah terjadinya Selama yang diperlukan
82 dalam Aplikasi SIMIRAH UU No.14 Tahun 2008 Informasi data penyalahgunaan atau ada Peraturan
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) . . Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Janeka Wakt
No Informasi (Berisi Informasi Dasar Hukum Pen alian Uraian) angka u
Tertentu yang akan Dikecualikan) gecu
Dibuka Ditutup
perusahaan informasi dan Perundang-undangan
persaingan industri serta putusan dari
yang tidak sehat. Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
Mencegah terjadinya
penyalahgunaan
informasi dan Selama yang diperlukan
persaingan industri atau ada Peraturan
Data Perusahaan yang Penyalahgunaan yang tidak sehat. Perundang-undangan
83 Mengajukan Restrukturisasi UU No.14 Tahun 2008 informasi data Dapat menimbulkan serta putusan dari
Mesin dan Peralatan perusahaan kegaduhan antar Lembaga berwenang
industri dan yang menyatakan
menimbulkan adanya sebaliknya
intervensi ke pihak
tertentu
Mencegah terjadinya
penyalahgunaan
informasi dan Selama yang diperlukan
persaingan industri atau ada Peraturan
. . . .. Penyalahgunaan yang tidak sehat. Perundang-undangan
84 gasg Verifikasi Restrukturisasi UU No.14 Tahun 2008 Informasi data Dapat menimbulkan serta putusan dari
esin dan Peralatan
perusahaan kegaduhan antar Lembaga berwenang
industri dan yang menyatakan
menimbulkan adanya sebaliknya
intervensi ke pihak
tertentu
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian
Dibuka Ditutup
Mencegah terjadinya
penyalahgunaan
informasi dan Selama yang diperlukan
persaingan industri atau ada Peraturan
Data Perusahaan yang Penyalahgunaan yang tidak sehat. Perundang-undangan
85 Mengajukan Rencana Kebutuhan | UU No.14 Tahun 2008 informasi data Dapat menimbulkan serta putusan dari
Industri (RKI) perusahaan kegaduhan antar Lembaga berwenang
industri dan yang menyatakan
menimbulkan adanya sebaliknya
intervensi ke pihak
tertentu
Mencegah terjadinya
penyalahgunaan
informasi dan Selama yang diperlukan
Penyalahgunaan informasi | persaingan industri atau ada Peraturan
. . . data perusahaan, dapat yang tidak sehat. Perundang-undangan
86 E:;ﬁ t:/l;nﬁkam Renpana UU No.14 Tahun 2008 mengganggu perlindungan | Dapat menimbulkan serta pu‘u;gsan dari
an Industri . A
dari perrsaingan usaha kegaduhan antar Lembaga berwenang
yang tidak sehat. industri dan yang menyatakan
menimbulkan adanya sebaliknya
intervensi ke pihak
tertentu.
Selama yang diperlukan
Mencegah terjadinya atau ada Peraturan
. . enyalahgunaan Perundang-undangan
87 Penetapan Usulan Rencana UU No.14 Tahun 2008 Penyalahgunaan informas ﬁlfoi"mas;g:ilm serta puu;gsan darig

Kebutuhan Industri

data perusahaan

persaingan industri
yang tidak sehat

Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya




-28-

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Informasi (Berisi Informasi . Uraian) Jangka Waktu
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian : -
Dibuka Ditutup
Selama yang diperlukan
Daftar nama perusahaan Mencegah atau ada Peraturan
penerima bantuan program Apabila dibuka, ada risiko en alih naan data Perundang-undangan
88 restrukturisasi mesin dan/atau UU No.14 Tahun 2008 dapat disalahgunakan oleh | P2 angu . serta putusan dari
. ) o - . oleh pihak yang tidak
peralatan industri TPT dan nilai pihak lain . Lembaga berwenang
bertanggungjawab
bantuannya yang menyatakan
sebaliknya
Data individu yang memuat
seluruh data yang dilaporkan 1. UU Nomor 3 Tahun 2014
kepada Kementerian tentang Perindustrian pasal Selama yang diperlukan
Perindustrian baik secara manual | 69 Penyalahgunaan informasi | Mencegah terjadinya atau ada Peraturan
maupun secara elektronik dan 2. UU Nomor 14 Tahun data perusahaan, dapat penyalahgunaan Perundang-undangan
89 aplikasi seperti: 2008 tentang Keterbukaan mengganggu perlindungan | informasi dan serta putusan dari
1. Seluruh data individu Informasi Publik Pasal 17 dari Persaingan usaha persaingan industri Lembaga berwenang
perusahaan yang di input dan 3. UU Nomor 16 Tahun yang tidak sehat. yang tidak sehat yang menyatakan
submit dalam aplikasi SIINas 1997 tentang Statistik Pasal sebaliknya
2. Data individu pada aplikasi 21
diluar SIINas
Apabila disampaikan .
kepada masyarakat Selama yang diperlukan
. . atau ada Peraturan
dikhawatirkan akan Perundang-undangan
Draft Dokumen MoU Kerja Sama | UU No. 14 Tahun 2008 . . . menimbulkan ;
20 Industri Luar Negeri pasal 17 huruf i Hingega diterbitkan MoU kesimpangsiuran serta putusan dari

informasi karena data
masih memungkinkan
untuk berubah

Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Jangka Waktu

Informasi (Berisi Informasi . Uraian)
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian - -
Dibuka Ditutup
Mencegah terjadinya
penyalahgunaan
Daftar nama perusahaan informasi dan Selama yang diperlukan
penerima banptuan program persaingan industri atau ada peraturan
restrukturisasi mesin dan/atau Penyalahgunaan informasi yang tidak S chat. perundang-undangan
91 . . UU No. 14 Tahun 2008 Dapat menimbulkan serta putusan dari
peralatan industri makanan, data perusahaan keeaduh lemb b
hasil laut dan perikanan dan ~egaduian antar embaga berwenang
nilai bantuannya industri dan yang menyatakan
¥y menimbulkan adanya sebaliknya
intervensi ke pihak
tertentu.
Mencegah
E:ggtﬁgr;ﬁgzgﬁignudungan terganggunya
Laporan Hasil Verifikasi Undang-Undang Nomor 14 hak atas kekavaan kepentingan
92 Dokumen Pencegahan dan Tahun 2008 tentang intelektual d ag perlindungan hak atas Tidak terbatas
Penanggulangan Keadaan Keterbukaan Informasi erlindunean dari kekayaan intelektual
Darurat Bahan Kimia (P2ZKDBK) Publik Pasal 17 huruf b p cung . dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak . aha tidak
sehat persaingan usaha t1
sehat
Informasi Publik yang Selama yang diperlukan
. . . . . atau ada Peraturan
Verifikator /Pemroses Pelayanan apabila dl!auka d_a pat . Meng dan potensi Perundang-undangan
93 Publik (Nama, kontak, dan data UU No 14 Tahun 2008 berpotensi pada intervensi | intervensi atau fraud serta putusan dari

pribadi lainnya)

Pasal 17 hurufh

oleh pengguna pelayanan
publik dan mengungkap
data pribadi pemroses

serta menjaga data
pribadi pemroses

Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian -
Dibuka Ditutup
1. UU Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian Pasal Selama yang diperlukan
69 Mencegah terjadinya atau ada Peraturan
Data Perusahaan yang disubmit 2. UU Nomor 14 Tahun Penvalaheunaan informasi penyalahgunaan Perundang-undangan
94 untuk keperluan Pelaporan 2008 tentang Keterbukaan d ty gu ah informasi dan serta putusan dari
SIMBARA Informasi Publik Pasal 17 ata perusahaan persaingan industri Lembaga berwenang
3. UU Nomor 16 Tahun yang tidak sehat yang menyatakan
1997 tentang Statistik Pasal sebaliknya
21
1. UU Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian Pasal Selama yang diperlukan
. . 69 Mencegah terjadinya atau ada Peraturan
Data Perusahaan yang dlsul?mlt .| 2. UU Nomor 14 Tahun . . | penyalahgunaan Perundang-undangan
95 untuk keperluan proses Yenﬁka& 2008 tentang Keterbukaan Penyalahgunaan informasi informasi dan serta putusan dari
Pemenuhan Standar Kegiatan ang = data perusahaan . . . P
Usaha Informasi Publik Pasal 17 persaingan industri Lembaga berwenang
3. UU Nomor 16 Tahun - yang tidak sehat yang menyatakan
1997 tentang Statistik Pasal sebaliknya
21
Selama yang diperlukan
Data pengawasan dan 1. UU Nomqr 3 Tahun 2014 Mencegah terjadinya atau ada Peraturan
S . tentang Perindustrian Pasal
pengendalian industri 60 Penvalah inf . | penyalahgunaan Perundang-undangan
96 (Persuratan, Dokumen proses eny gunaan Informast | informasi dan serta putusan dari

pengawasan dan pengendalian,
Hasil)

2. UU Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17

data perusahaan

persaingan industri
yang tidak sehat

Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Informasi (Berisi Informasi . Uraian) Jangka Waktu
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian - .
Dibuka Ditutup
1. UU No. 27 tahun 2022 | D&t pribadi apabila tidake | o o0op
tentang Perlindungan Data dapat meglll akibatkan y penyalahgunaan oleh Selama yang diperlukan
Data Perusah. Akademisi. dan Pribadi ap aksesagn ane tidak pihak yang tidak atau ada Peraturan
I . aan, A s, 2. UU Nomor 14 Tahun peng yang bertanggungjawab dan | Perundang-undangan
nstasi yang disubmit User pada sah, pengungkapan yang . h
97 Websi . . 2008 tentang Keterbukaan . mencegah terjadinya serta putusan dari
ebsite SI IMC (data pribadi dan Inf i Publik Pasal 17 tidak sah, pengubahan alah Lemb b
data perusahaan/instansi) normast as yang tidak sah peny gunaan mbaga berwenang
hurufbdanh envalaheuna. ’ informasi dan yang menyatakan
3. UU No. 11 Tahun 2008 | Peryaangunaan, persaingan industri sebaliknya
tentang ITE perusakan, dan/ atau . | yang tidak sehat
penghilangan data pribadi
Informasi Publik yang Mencegah
ggaa ti_lillil dﬂf{uka dda.g h penyalahgunaan oleh Selama yang diperlukan
. . crixan xepaca remohon pihak yang tidak atau ada Peraturan
Data yang disubmit Perusahaan, | UU No 14 Tahun 2008 Informasi Publik dapat bertangeungiawab dan | Perundane-undanean
Akademisi, dan Instansi pada tentang Keterbukaan mengganggu kepentingan ggungawa g g
98 - A . . . mencegah terjadinya serta putusan dari
proyek kolaborasi melalui Informasi Publik Pasal 17, perlindungan hak atas envalahgunaan Lembaga berwenan
Website SI IMC hurufb kekayaan intelektual dan iphfozm asigtl:llan yang mge nyatakan g
perhn.dungan dari . persaingan industri sebaliknya
persaingan usaha tidak ane tidak sehat
sehat yang
Data pribadi apabila tidak Mencegah
dilindungi keapqananny a penyalahgunaan oleh Selama yang diperlukan
dapat mengakibatkan . .
. pihak yang tidak atau ada Peraturan
. pengaksesan yang tidak .
Data Peserta Kegiatan yang UU No 14 Tahun 2008 sah, pengungkapan yan bertanggungjawab dan | Perundang-undangan
99 disubmit untuk keperluan al 17 huruf h . da’kp ahgu pb ahy g mencegah terjadinya serta putusan dari
pendataan Pas urd u sah, pengubanan penyalahgunaan Lembaga berwenang
tidak sah p :
yang alah ’ informasi dan yang menyatakan
peny gunaan, persaingan industri sebaliknya

perusakan, dan/ atau
penghilangan data pribadi

yang tidak sehat
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian
Dibuka Ditutup
Mencegah Selama yang diperlukan
penyalahgunaan oleh atau ada Peraturan
loo | Data profil Sentra IKM Penerima | UU No 14 Tahun 2008 Penyalahgunaan informasi | pihak yang tidak Perundang-undangan
Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Pasal 17 huruf h dat.a. sentra yang menenma bertanggu nglgwa}b dan | serta putusan dari
fasilitasi mencegah terjadinya Lembaga berwenang
penyalahgunaan yang menyatakan
informasi sebaliknya
Apabila data nilai
disampaikan kepada
masyarakat dikhawatirkan | Mencegah Selama yang diperlukan
akan menimbulkan penyalahgunaan oleh atau ada Peraturan
Nilai Hasil Monitoring dan UU No. 14 Tahun 2008 kesimpangsiuran informasi | pihak yang tidak Perundang-undangan
101 Evaluasi Sentra Penerima Pasal i7 huruf b karena interpretasi bertanggungjawab dan | serta putusan dari
Fasilitasi Dana Alokasi Khusus terhadap nilai yang mencegah terjadinya Lembaga berwenang
berpotensi multi-tafsir penyalahgunaan yang menyatakan
dikarenakan elaborasi informasi sebaliknya
yang tidak
menyeluruh /tidak lengkap
. . . Selama yang diperlukan
Apabila data disampaikan Mencegah terjadinya atau ada Peraturan
Data Kegi dilaksanakan | UU No. 14 Tahun 2008 S e tonsi | Penyalahgunaan Perundang-undangan
102 ata Kegiatan yang sanakan 0. un awatirkan berpotensi narkotika informasi serta putusan dari

di Lingkungan Ditjen IKMA

Pasal 17 hurufi

multi-tafsir dan kesalahan
dalam pengambilan
kesimpulan secara sepihak

dan pengambilan
kesimpulan sepihak

Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya




-33-

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Jangka Waktu

Informasi (Berisi Informasi . Uraian
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian - ) -
Dibuka Ditutup
Data pribadi apabila tidak Mencegah
1. UU No 14 Tahun 2008 dilindungi keamanannya en alih naan oleh Selama vane diperlukan
Pasal 17 huruf h dapat mengakibatkan penya‘angun yang aip
. pihak yang tidak atau ada Peraturan
2. UU Nomor 3 Tahun 2014 | pengaksesan yang tidak bertaneeungiawab dan | Perundang-undangan
Data Perusahaan binaan Ditjen tentang Perindustrian Pasal | sah, pengungkapan yang EEUNEAWS & g
103 ) mencegah terjadinya serta putusan dari
IKMA 69 tidak sah, pengubahan enyalahgunaan Lembaga berwenan
3. UU Nomor 27 Tahun yang tidak sah, peny gu g g
2022 T . informasi dan yang menyatakan
entang Perlindungan | penyalahgunaan, . . . .
. . persaingan industri sebaliknya
Data Pribadi perusakan, dan/atau ane tidak sehat
penghilangan data pribadi yang
Apabila data nilai
disampaikan kepada Mencegah
masyarakat dikhawatirkan | penyalahgunaan oleh Selama yang diperlukan
akan menimbulkan pihak yang tidak atau ada Peraturan
lo4 | Data Nilai hasil self-assessment | UU No. 14 Tahun 2008 }:es‘:npa.'l;‘f:mrratn ‘?f“maS‘ ';fr;iggg‘;a:’;‘r’l ‘:an Perr;ndj’t;g;:g‘éz‘;igan
adopsi INDI 4.0 untuk IKM Pasal 17 huruf b arena mterpretas encegan terjadiny serta p
terhadap nilai yang penyalahgunaan Lembaga berwenang
berpotensi multi-tafsir informasi dan yang menyatakan
dikarenakan elaborasi persaingan industri sebaliknya
yang tidak yang tidak sehat
menyeluruh/tidak lengkap
Selama yang diperlukan
Mencegah atau ada Peraturan
105 Dokumen Design pada kegiatan UU No.14 thn 2008 tentang ﬁga;):lzigla?:ll:a, ::;aﬁs;ll{:h penyalahgunaan data z:rr;ndﬁ;:;xiznﬁgan
Design Canvas dan Design Maker | KIP pasal 17 huruf b ep . gu oleh pihak yang tidak P
pihak lain b . Lembaga berwenang
ertanggungjawab

yang menyatakan
sebaliknya
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian - )
Dibuka Ditutup
- Terdapat aturan khusus
dari unit penyedia data Apabila disampaikan Selama vang diperlukan
bahwa data tersebut tidak | kepada masyarakat yang cip
. . , . . atau ada Peraturan
o dapat dipublikasikan dikhawatirkan akan
Data Mentah Nilai ekspor kepada umum menimbulkan Perundang-undangan
106 | industri pengolahan non migas UU No. 14 Tahun 2008 P : . . serta putusan dari
Penggunaan data hanya kesimpangsiuran
berdasarkan HS . . . Lembaga berwenang
terbatas pada Direktorat informasi karena data
. . . yang menyatakan
All saja masih memungkinkan sebaliknva.
- Belum ada metode untuk | untuk berubah y
memvalidasi data tersebut
Selama yang diperlukan
Data Perusahaan yang mengikuti atau ada Peraturan
kegiatan pendampingan Bila dibuka untuk publik untuk menghindari Perundang-undangan
107 pemanfaatan akses internasional | UU No. 14 Tahun 2008 akan merugikan disalahgunakan oleh serta putusan dari
bagi pelaku usaha industri dalam kepentingan perusahaan pihak tertentu Lembaga berwenang
negeri yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
Penanganan Hambatan Akses Bila dibuka dikhawatirkan atau ada Peraturan
(Dis u%e Settlement. Hambatan akan disalahgunakan oleh | untuk menghindari Perundang-undangan
108 Tek111)is Perdagan an’ dan tuduhan UU No. 14 Tahun 2008 pihak tertentu dan data disalahgunakan oleh serta putusan dari
gang berisi informasi sensitif pihak tertentu Lembaga berwenang

Trade Remedies

negara

yang menyatakan
sebaliknya
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Jangka Waktu

Informasi (Berisi Informasi 1 . Uraian)
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecuali - -
Dibuka Ditutup
Selama yang diperlukan
Bila dibuka dikhawatirkan atau ada Peraturan
Penanganan Trade Remedies akan disalahgunakan oleh | untuk menghindari Perundang-undangan
109 (BMAISg dan BMTP) UU No. 14 Tahun 2008 pihak tertentu dan data disalahgunakan oleh serta putusan dari
berisi informasi sensitif pihak tertentu Lembaga berwenang
negara yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
1. UU Nomqr 3 Tal?un 2014 Mencegah terjadinya atau ada Peraturan
. tentang Perindustrian Pasal
Dokumen Pengawasan (Hasil, . . | penyalahgunaan Perundang-undangan
. 69 Penyalahgunaan informasi | : h :
110 Informasi Awal, BAP, Dokumen informasi dan serta putusan dari
. 2. UU Nomor 14 Tahun data perusahaan . . .
Pemanggilan) persaingan industri Lembaga berwenang
2008 tentang Keterbukaar ang tidak sehat ang menyatakan
Informasi Publik Pasal 17 yang yang | Y
sebaliknya
1. UU Nomor 3 Tahun 2014 o Selama yang diperlukan
. . . Mencegah terjadinya atau ada Peraturan
Dokumen yang berkaitan dengan | tentang Perindustrian Pasal
4 . . . | penyalahgunaan Perundang-undangan
Proses Kegiatan seperti Dokumen | 69 Penyalahgunaan informasi | . . :
111 . informasi dan serta putusan dari
Badan Pertimbangan Jabatan 2. UU Nomor 14 Tahun data perusahaan . . .
. persaingan industri Lembaga berwenang
dan Kepangkatan/Baperjakat 2008 tentang Keterbukaan .
. . yang tidak sehat yang menyatakan
Informasi Publik Pasal 17 .
sebaliknya
} Selama yang diperlukan
1. UU Nom(?r 3T run 2014 Mencegah terjadinya atau ada Peraturan
tentang Perindustrian Pasal
Laporan Pengaduan 69 Penyalahgunaan informasi penyalahgunaar Perundang-undangan
112 informasi dan serta putusan dari

(Whistleblower, SP4N LAPOR)

2. UU Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 17

data perusahaan

persaingan industri

.yang tidak sehat

Lembaga berwenang
yang menyatakan
sebaliknya
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Jangka Waktu

Informasi (Berisi Informasi . Uraian)
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian - :
Dibuka Ditutup
Selama yang diperlukan
Data Perusahaan Industri Data dan 1pfor1_nam publik Mencegah atau ada Peraturan
. e s yang apabila dibuka dapat Perundang undangan
(penerima penghargaan, fasilitasi, | UU No 14 Tahun 2008 . . | penyalahgunaan data :
113 . . : . mengungkap hasil evaluasi . . serta putusan dari
sertifikasi) dari Kementerian Pasal 17 huruf h o oleh pihak yang tidak
Perindustrian kapabilitas dan bertangeune iawab Lembaga berwenang
kemampuan perusahaan gguUng ) yang menyatakan
sebaliknya
Selama yang diperlukan
Data dan informasi publik Mencegah atau ada Peraturan
Hasil assesment perusah.aan UU No 14 Tahun 2008 yang apabila chbqka dapat. penyalahgunaan data Perundang undangan
114 peserta INDI 4.0 dan National mengungkap hasil evaluasi . . serta putusan dari
. Pasal 17 huruf h . oleh pihak yang tidak
Lighthouse kapabilitas dan bertangsuns iawab Lembaga berwenang
kemampuan perusahaan ggung yang menyatakan
sebaliknya
Mencegah
Penyalahgunaan
Informasi Rekaman Selama yang diperlukan
CCTV dapat: atau ada Peraturan
Dokumen rekaman cctv internal Undang-Undang Nomor 27 berpotensi disalahgunakan | diedit,disebarluaskan,d | Perundang-undangan
115 sekolah Tahun 2022 tentang oleh pihak yang tidak igunakan untuk serta putusan dari
Perlindungan Data Pribadi bertanggung jawab. intimidasi,dijadikan Lembaga berwenang

bahan perundungan
(bullying), digunakan
tanpa konteks yang
benar.

yang menyatakan
sebaliknya
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian Jraian)
Dibuka Ditutup
. . Dokumer} mvestigasi Selama yang diperlukan
Undang-Undang Nomor 14 Berpotensi menimbulkan memuat informasi atau ada Peraturan
. Lo Tahun 2008 tentang perur;dungan, sensitif mengenai siswa Perundang-undangan
116 Dokumen investigasi pelanggaran Keterbukaan Informasi diskriminasi, tekanan maupun pegawai yang serta putusan dari
disiplin Publik (KIP) Pasal 17 huruf psikologis, pencemaran dapat memengaruhi Lembg  berwenan
nama baik. Terutama jika | reputasi dan s tak &
& melibatkan peserta didik. | kehidupan pribadi Y ey
pihak terkait. sebaliknya
Nomor virtual account Selama yang diperlukan
. Undang-Undang Nomor 27 Penipuan, manipulasi berkaitan langsung ;ziﬁsg:nz?;ig;ﬁgan
117 Daftar nomor virtual account Tahun 2022 tentan pembayaran, phishing, dengan sistem serta putusan dari
peserta didik Perlindunean Dat %’rib di akses tidak sah terhadap pembayaran peserta Le bp 2 berwenan
g a adi informasi transaksi. didik sehingga bersifat mbaga berwenang
rahasia. yang meny atakan
sebaliknya
Mengandung data
Dokumen ijazah peserta pribadi peserta didik
didik dikecualikan dari seperti nama lengkap, Selama vang diperlukan
informasi publik karena tempat tanggal lahir, atau a dg Pe%aufran
. Undang-Undang Nomor 27 memuat data pribadi dan nomor induk, nilai, Perundang-undangan
118 Dokumen Jjazah dan Data Tahun 2022 tentan dokumen autentik dan nomor ijazah serta putusan dari
Kelulusan Peserta Didik Perlindungan Data %’riba di pendidikan yang bersifat sehingga wajib Lembg 2 berwenan
g rahasia serta berpotensi dilindungi untuk 8 tak &
disalahgunakan apabila mencegah ya;laglirlr{lgny ataxan
diakses oleh pihak yang penyalahgunaan data se ya
tidak berwenang dan pemalsuan

dokumen
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian - -
Dibuka Ditutup
1. Pasal 17 huruf a dan
huruf I Undang-Undang No.
Data pengaduan masyarakat dan
laporan hasil pemeriksaan Il{itzill?l? 20(;r81ftentanig Dapat mengungkap ?aa;f)aaé;n erl’;%;;ligkap 1(satu) tahun diberikan
119 pengaduan masyarakat terhadap Publik aen Tormes rahasia pribadi Dapat mpenghambat berupa rekapitulasi
kinerja dan perilaku individual 2. Pasal 8 Undang-Undan Dapat menghambat proses ror;es penegakan pengla)l duan P
pegawai & hasil penilaian N.omor 13T ahung2006 g penegakan hukum gukum
kinerja/kepuasan pegawai A .
tentang Perlindungan Saksi
dan Korban
. Membuka rahasia resep
120 Dokumeg dan rekaman sistem UU No. 14 Tahun 2008 produksi, persaingan Penerapan persyaratan
mutu pada Produsen Bahan pasal 17 huruf b, e, dan h dagang, dan rahasia pada SNI ISO Selamanya
Acuan (PBA) » personél 17034:2016
Dapat membeirkan .
Dokumen Rekaman Laporan UU No. 14 Tahun 2008 . . " Mencegah persaingan
121 | Verifikasi TKDN pasal 17 pmef:u’;na;z:rfnsmf usaha yang tidak sehat | SSiamanya
122 Dokumen Rekaman Laporan UU No. 14 Tahun 2008 i]i?g i:;fr::rf;g?n Mencegah persaingan Selamanva
Lembaga Penyelia Halal pasal 17 perusahaan usaha yang tidak sehat y
Proses hingga keputusan disiplin UU No.14 Tahun 2008 Infon'nasi' Publik yang Mencegah terjadinya
123 termasuk masalah pribadi Tentang Keterbukaan apabila dibuka dapat penyalahgunaan Permanen
- Informasi Publik, Pasal 17 mengungkap rahasia : .
pegawai oo informasi
hurufh pribadi
UU No.14 Tahun 2008 Informasi Publik yang Mencesgah teriadinva
124 Hak akses data personal pegawai | Tentang Keterbukaan apabila dibuka dapat en algh nlgan y Permanen
(Intranet kemenperin) Informasi Publik, Pasal 17 mengungkap rahasia ?nfoZmasigu

hurufh

pribadi
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Informasi (Berisi Informasi

Tertentu yang akan Dikecualikan)

Dasar Hukum Pengecualian

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

Dibuka

Ditutup

126

Rincian HPS yang

terdiri dari:

1. Perhitungan HPS (jumlah x
volume)

2. Hasil Survei

3. Harga Satuan

1. UU No.14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Pasal 17
hurufb

2. UU No. 30 Tahun 2000
Tentang Rahasia Dagang
3. Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang
kearsipan Pasal 44; dan
4. Peraturan Presiden
Nomor 46 Tahun 2025
tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 26

S. Keputusan Kepala LKPP
Nomor 129 Tahun 2025
mengatur tentang Daftar
Informasi Publik (DIP) dan
Daftar Informasi yang
Dikecualikan (DIK) pada
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

1. Informasi hasil survei
dan harga satuan dapat
dimanfaatkan penyedia
tertentu untuk melakukan
pengaturan harga (price
fixing) dengan pesaing;

2. Hasil survei bisa berisi
data harga dari penyedia
tertentu yang seharusnya
dijaga kerahasiaannya
agar tidak merugikan
usaha penyedia tersebut;
3. Berisiko penyedia
menawar harga sangat
dekat dengan HPS
(kompetisi semu); dan

4. Dapat menimbulkan
“tawar persis di bawah
HPS” yang mengurangi
kompetisi sehat

1. Menjaga persaingan
usaha yang sehat; dan
2. Mengurangi risiko
kolusi/tender
diarahkan

Tahun berjalan (sampai
kegiatan lelang)
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian : :
Dibuka Ditutup
1. Keamanan dan
kerahasiaan: Beberapa
desain menyangkut
fasilitas vital (jalan tol,
bendungan, instalasi
publik, dll) yang
berisiko jika detail
1. UU No.14 Tahun 2008 teknis terbuka ke
Tentang Keterbukaan pihak yang tidak
Informasi Publik, Pasal 17 berkepentingan;
ayat b 2. Menghindari
2. Undang-Undang Nomor penyalahgunaan:
;(;;Z?;nDi%iggte;::;gs li;l]ﬁlfais lﬁigg:%a:;an dDi;ﬁizf:ntiﬁ:fkdapat Tahun berjalan (sampai
127 Gambar Rancangan Pekerjaan 3. Keputusan Kepala LKPP pragl y tujuan di luar 1) P

Nomor 129 Tahun 2025
mengatur tentang Daftar
Informasi Publik (DIP) dan
Daftar Informasi yang
Dikecualikan (DIK) pada
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

2. Menimbulkan risiko
keamanan

pengadaan, misalnya
djjiplak, dipakai untuk
kepentingan komersial,
atau bahkan sabotase;
dan

3. Melindungi hak
cipta/kekayaan
intelektual: Konsultan
perencana atau pihak
pembuat desain
memiliki hak moral
atas karya teknis yang
tidak bisa disebar
bebas

kegiatan lelang)
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Jangka Waktu

Informasi (Berisi Informasi . Uraian)
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian ) -
Dibuka Ditutup
1. UU No. 14 Tahun 2018
Pasal 17 huruf b
2. Undang-Undang Nomor . .
30 tahun 2020 tentang l.erl\l/[? ahg iinm
Rahasia Dagang Pasal 3 pD k}l'Jl gltl kni ) dapat
3. Peraturan Lembaga dio r:l:n ¢ Sk apa
Nomor 4 Tahun 2024 Clgunakes unt
tentang Perubahan Atas é]n adaan. misalnva
Peraturan Lembaga 211 gl ak di’ akai un};:uk
Kebijakan Pengadaan kJ prag, dip k al
Barang/Jasa Pemerintah . . . epentingan komersial,
Nomor 12 Tahun 2021 Risiko kompetisi tak sehat | atau bahkan sabotase; Tahun berjalan (sampai
128 | Penawaran Teknis meningkat dan strategi dan Y P

tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Melalui Penyedia

4. Keputusan Kepala LKPP
Nomor 129 Tahun 2025
mengatur tentang Daftar
Informasi Publik (DIP) dan
Daftar Informasi yang
Dikecualikan (DIK) pada
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

teknis bisa mudah ditiru

2. Melindungi hak
cipta/kekayaan
intelektual: Konsultan
perencana atau pihak
pembuat desain
memiliki hak moral
atas karya teknis yang
tidak bisa disebar
bebas.

kegiatan lelang)
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi Jangka Waktu

Informasi (Berisi Informasi Uraian)

No

Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian : .
Dibuka Ditutup

1. UU No. 14 Tahun 2018
Pasal 17 huruf b

2. Peraturan Lembaga
Nomor 4 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas
Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman

129 Jawaban Sanggah Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Melalui Penyedia

3. Keputusan Kepala LKPP
Nomor 129 Tahun 2025
mengatur tentang Daftar
Informasi Publik (DIP) dan
Daftar Informasi yang
Dikecualikan (DIK) pada
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Dapat menimbulkan
tekanan kompetitif atau
konflik antara peserta dan
pelaku pengadaan

Menjaga kerahasiaan
mekanisme
penyelesaian sengketa

5 tahun selelah selesai
pemeriksaan
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian : :
Dibuka Ditutup
1. UU No. 14 Tahun 2018
Pasal 17 huruf b
2. Peraturan Lembaga
Nomor 4 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas
Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2021 Dapat menimbulkan
tentang Pedoman p s Menjaga kerahasiaan .
. tekanan kompetitif atau . S tahun selelah selesai
130 | Jawaban Sanggah Banding Pelaksanaan Pengadaan . mekanisme .
. konflik antara peserta dan . pemeriksaan
Barang/Jasa Pemerintah elaku pengadaan penyelesaian sengketa
Melalui Penyedia p peng
3. Keputusan Kepala LKPP
Nomor 129 Tahun 2025
mengatur tentang Daftar
Informasi Publik (DIP) dan
Daftar Informasi yang
Dikecualikan (DIK) pada
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Apabila disampaikan
kepada masyarakat
. UU No.14 Tahun 2008 dikhawatirkan akan Mencegah terjadinya .
131 Draft Dokumen MoU kerjasama Tentang Keterbukaan Infor- menimbulkan envalahgunaan Sampai laporan final
industri masi Publik, Pasal 17 butir | 17° : . _| Penyalahgu diterbitkan
; esimpangsiuran informasi | informasi
karena data masih
memungkinkan berubah ,
UU No.14 Tahun 2008 Informasi Publik yang Mencegah teriadinva
Hasil assessment lembaga Tentang Keterbukaan Infor- | apabila dibuka dapat g 1 y
132 . . . . . penyalahgunaan Permanen
penilaian kesesuaian masi Publik, Pasal 17 huruf | mengungkap rahasia informasi

h, butir i

pribadi
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Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Informasi (Berisi Informasi : Uraian) Jangka Waktu
No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian : :
Dibuka Ditutup
Apabila informasi dibuka
dan diberikan kepada
UU No.14 T 200 - . .
Dokumen milik Lembaga Tenllt:\(x)lg Ketaclel; gll;kaans pemohon informasi dapat Mencegah terjadinya
133 . ; . . mengganggu kepentingan penyalahgunaan Permanen
Sertifikasi Informasi Publik, Pasal 17 . )
huruf b ’ perlindungan dari informasi
persaingan usaha tidak
sehat
1. UU No 3 Tahun 2014 Selama yang diperlukan
tentang Perindustrian pasal Mencegah terjadinya ;iiﬁr?c?:np?;it;;n an
134 Data Peserta Indonesia Halal 69 Penyalahgunaan informasi en algh nr;an ¥y serta utugsan darig
Industry Awards (IHYA) 2. UU Nomor 14 Tahun data p . yalahgu bp
2008 tentang Keterbukaan mnlormast Lembaga be;’;vkenang
. - yang menyatakan
Informasi Publik pasal 17 sebaliknya
1. UU No 3 Tahun 2014 Selama yang diperlukan
tentang Perindustrian pasal Mencegah terjadinya ;ziﬁsc(ii:npiﬁ:g;nanan
135 Data Hasil Penilaian Indonesia 69 Penyalahgunaan informasi en alih nlglan ¥y serta bu tugsan darig
Halal Industry Awards (IHYA) 2. UU Nomor 14 Tahun data p . yalahgu To bp b
2008 tentang Keterbukaan inlormasi mbaga ext':/l:nang
. . yang menyatakan
Informasi Publik pasal 17 sebaliknya
1. UU No 3 Tahun 2014 Selama yang diperlukan
Data perusahaan industri yang tentang Perindustrian pasal M ah teriadin la)tau a:iia Perat:lxran
didaftarkan dan/atau 69 Penyalahgunaan informasi encegan terjadinya erundang-uncangan
136 e . . penyalahgunaan serta putusan dari
memperoleh fasilitas sertifikasi 2. UU Nomor 14 Tahun data : h
informasi Lembaga berwenang

halal

2008 tentang Keterbukaan
" Informasi Publik pasal 17

yang menyatakan
sebaliknya
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Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi
Uraian)

Jangka Waktu

No Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian j .
Dibuka Ditutup
1. UU No 3 Tahun 2014 Selama yang diperlukan
. - atau ada Peraturan
tentang Perindustrian pasal Mencegah terjadinya Perundang-undangan
137 Data penerima fasilitas pelatihan | 69 Penyalahgunaan informasi penyalahgunaan serta putusan dari
SDM Industri 2. UU Nomor 14 Tahun data inf h
2008 tentang Keterbukaan ormasi Lembaga berwenang
-ang e yang menyatakan
Informasi Publik pasal 17 sebaliknya
1. UU No. 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan
2. PP No. 28 Tahun 2012
. . Tentang Petunjuk Mengganggu keamanan Mencegah terjadinya Selama Gedung Masih
138 i?:ql;mét: rilirelisg{ait g:ﬁ;gussag;l;n Pelaksanaan UU No. 43 aset Kementerian penyalahgunaan Berdiri/Belum Beralih
1 Tahun 2009 Perindustrian informasi tangan
3. Permenperin No. 48
Tahun 2022 Tentang
Penyelenggaraan Kearsipan
1. UU No. 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan
2. PP No. 28 Tahun 2012
Informasi Buku Pemilik Tentang Petunjuk Mengganggu keamanan Mencegah terjadinya Selama Kendaraan
139 Kendaraan Bermotor (kendaraan | Pelaksanaan UU No. 43 dan risiko kehilangan penyalahgunaan masih ada dan belum
dinas) Tahun 2009 kendaraan Dinas informasi Beralih tangan

3. Permenperin No. 48
Tahun 2022 Tentang
Penyelenggaraan Kearsipan
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No

Informasi (Berisi Informasi
Tertentu yang akan Dikecualikan)

Dasar Hukum Pengecualian

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Uraian)

Jangka Waktu

Dibuka

Ditutup

140

Informasi mengenai Cetak Biru
Gedung Kementerian
Perindustrian

1. UU No. 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan

2. PP No. 28 Tahun 2012
Tentang Petunjuk
Pelaksanaan UU No. 43
Tahun 2009

3. Permenperin No. 48
Tahun 2022 Tentang
Penyelenggaraan Kearsipan

Mengancam dan

berpotensi mengganggu

keamanan gedung

Mencegah terjadinya
penyalahgunaan
informasi

Selama Gedung Masih
Berdiri/Belum Beralih
tangan

141

Informasi draf MoU Menteri
Perindustrian dengan Negara
Lain

1. UU No. 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan

2. PP No. 28 Tahun 2012
Tentang Petunjuk
Pelaksanaan UU No. 43
Tahun 2009

3. Permenperin No. 50
Tahun 2015 Tentang
SKKAD Kemenperin

Beresiko membatalkan
MoU

Mencegah terjadinya
penyalahgunaan
informasi

Selama masih menjadi
Draft

142

Informasi Mengenai Dana
Operasional Menteri Sebelum
Pemeriksaan

Bab II Pasal 3 Peraturan
Menteri Keuangan Republik
Indonesia

Nomor 268 /PMK.05/2014
Tentang

Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran

Dana Operasional
Menteri/Pimpinan Lembaga

Beresiko Terhadap
Keamanan Menperin

Mencegah terjadinya
penyalahgunaan
informasi

5 tahun selelah selesai
pemeriksaan




T

Informasi (Berisi Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (Berisi

Uraian)

Jangka Waktu

ol Tertentu yang akan Dikecualikan) Dasar Hukom Perigecualian r 5
Dibuka Ditutup
Informasi Mengenai Perusahaan Berisiko dapat e Selama yang diperlukan
Industri atau Kawasan Industri mengganggu kepentingan Men‘:g;lh terjadinya gtau ac(lja Pel'atclllrarl
143 terkait Penetapannya Sebagai UU No 14 Tahun 2008 perlindungan hak atas iriff?) f-masig;:x?an sggnplj?ugs_;; dz;r;igan
Objek Vital Nasional Bidang Fasal 1T bamulb ggﬁai iy a;‘;‘gifﬂ‘gia persaingan industri Lembaga berwenang
Industri P i yang tidak sehat yang menyatakan
sebaliknya
Berisiko terhadap
Daftar Nama dan Kompetensi UU No 14 Tahun 2008 penyalahgunaan data Mencegah terjadinya
144 Pesaswai Pasal 17 huruf h pribadi terkait kapabilitas | penyalahgunaan Permanen
gaw atau kemampuan informasi

seseorang

a.n SEKRETARIS JENDERAL
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat,@

Mo~

Arnes Lukman




